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MOTTO
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Permasalahan dibidang Tata Usaha Negara masih banyak terjadi di Indonesia,
masih banyak pelanggaran-pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak
disengaja atau kelalaian pejabat/badan Tata Usaha Negara, hal yang seperti ini
sangat merugikan salah satu pihak dan dapat dikatakan menciderai keadilan di
negeri ini. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik
melalui perkara Tata Usaha Negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim
juga harus memutusnya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri atau pun
dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama
lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutusnya dengan seadil-adilnya
pula. Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu kunci jalan keluar
permasalahan ini, negara hadir untuk mewujudkan kehidupan bernegara dan
berbangsa yang sejahtera serta aman yang menjamin terpeliharanya hubungan yang
serasi, seimbang, serta sejalan antara aparatur Tata Usaha Negara dengan
masyarakat.

Salah satu hal penting dalam terlaksananya eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara
yakni peran serta juru sita atau juru sita pengganti. Hingga saat ini juru sita pada
Pengadilan Tata Usaha Negara berkerja hanya sebatas menyampaikan
pemberitahuan isi putusan pengadilan kepada tergugat, serta tidak terdapat unsur-
unsur paksaan dalam menjalankan eksekusi putusan tersebut, hal ini juga
disebabkan oleh objek yang dieksekusi berbeda dengan eksekusi putusan perdata
atau eksekusi riel yang dapat dijalankan secara paksa oleh juru sita atas perintah
Ketua Pengadilan. Objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri ialah
keputusan yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Hal demikian
menjadikan pandangan yang negatif dimasyarakat terkait tidak mematuhinya
Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan putusan pengadilan.

Hal inilah yang menjadi persoalan penting dari tugas dan fungsi juru sita pada
Peradilan Tata Usaha Negara, dimana lemahnya aturan atau regulasi menjadi salah
satu penyebab terhambat dan kurang maksimalnya dalam mendorong pelaksanaan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Meskipun ranah perdata dan
ranah Tata Usaha Negara berbeda dalam hal siapa yang dibebankan melaksanakan
putusan pengadilan, penulis merasa perlunya regulasi yang jelas serta konkrit yang
memungkinkan juru sita turut berkontribusi dalam menjalankan serta
memperlancar proses Peradilan Tata Usaha Negara.



Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui relevansi antara juru sita
dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk mengetahui akibat hukum
dari lemahnya pengaturan juru sita dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu salah satu
jenis penelitian dalam sebuah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian
norma hukum dengan meneliti dan menganalisa data primer peraturan perundang-
undangan, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan pokok-pokok
permasalahan penelitian. Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni bersifat
deskriptif serta tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai
kekaburan norma hukum. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam
penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Juru sita dapat melaksanakan pemanggilan-pemanggilan kepada para
pihak yang bersengketa dan melaksanakan pemberitahuan sita dan
eksekusi pada para pihak, melaksanakan sita dan eksekusi dan
penyusunan berita acara serta menyerahkan berita acara sita dan eksekusi
pada para pihak terkait. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara,
pemanggilan para pihak yang bersengketa ialah menyampaikan secara
resmi dan patut kepada para pihak dalam suatu perkara di pengadilan
sehingga dapat melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan
oleh pihak pengadilan. Selain melaksanakan pemanggilan, juru sita juga
memiliki tanggung jawab dalam hal menyerahkan salinan putusan
pengadilan kepada para pihak paling lambat 14 hari kerja. Dalam hal
pihak tergugat tidak berkenan dalam melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka juru sita berwenang
untuk menarik pembayaran uang paksa oleh tergugat hal ini juga telah
diatur di Pasal 113 ayat (4). Selain menarik uang paksa, pengadilan juga
berhak untuk mengumumkan tergugat kedalam media cetak hal ini
seandainya pihak tergugat tidak berkenan untuk melaksanakan putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Hingga saat ini masih belum ada aturan yang mengikat terkait tugas dan
fungsi juru sita Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan
karena juru sita di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya diberikan tugas
untuk melaksanakan panggilan-panggilan maupun pemberitahuan
kepada para pihak saja. Di dalam Undang-Undang yang berlaku hingga
saat ini, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara hanya menjelaskan terkait syarat-syarat
untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi juru sita dan juru sita
pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, pengangkatan dan
pemberhentian juru sita Pengadilan Tata Usaha Negara, bunyi lafaz
sumpah atau janji juru sita, serta aturan-aturan lain yang tidak
diperkenankan oleh juru sita Pengadilan Tata Usaha Negara.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi antara juru sita dalam
proses Peradilan TUN dan untuk mengetahui akibat hukum dari lemahnya
pengaturan juru sita dalam proses Peradilan TUN. Jenis penelitian yang digunakan
yaitu penelitian normatif, pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni,
pendekatan perundang-undangan. Menurut hasil penelitian penulis: Pertama, saat
ini juru sita melaksanakan pemanggilan dan melaksanakan pemberitahuan sita dan
eksekusi pada para pihak, melaksanakan sita dan eksekusi dan penyusunan berita
acara serta menyerahkan berita acara sita dan eksekusi ke para pihak. Selain itu juru
sita juga tanggung jawab dalam menyerahkan salinan putusan pengadilan paling
lambat 14 hari kerja. Serta menarik pembayaran uang paksa dan berhak
mengumumkan tergugat kedalam media cetak seandainya tergugat tidak berkenan
untuk melaksanakan putusan. Kedua, Hingga saat ini masih belum ada aturan yang
mengikat terkait tugas dan fungsi juru sita PTUN. Di dalam peraturan yang berlaku
saat ini hanya menjelaskan terkait syarat-syarat untuk dapat diangkatnya seseorang
menjadi juru sita dan juru sita pengganti PTUN, pengangkatan dan pemberhentian
juru sita PTUN, bunyi lafaz sumpah atau janji juru sita, serta aturan-aturan lain yang
tidak diperkenankan oleh juru sita PTUN.

Kata Kunci: Juru Sita, Proses, Peradilan Tata Usaha Negara.
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